
BUPATI ACEH BESAR
Jalan T, Bachtiar Panglima Polem, SH, Kota Jantho Telp. (0651) 921795 Fax, (0651) 92055

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 29 TAHUN 2OO9

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNG]AWABAN PELAKSANMN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELqNJA DAERAH

KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2OOB

BIS M I LLAH I RRA H MAN I RRAH I M
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Besar

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran
2008 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun

Anggaran 2008 sebagai rincian lebih lanjut dari Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a,

perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Wilayah Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
3, Undang-Undang ....'

v



3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a0a8);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a?86);

B, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor a355);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung lawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004;
Nomor 404, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaZD;

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844),
13, Undang-Undang,....



13, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

14, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a633);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2005, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a027);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2L0, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a02B);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a13B);

19, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1J.9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5a0);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 45O2);

22. Peraturan ..,..



22. peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4503);

23, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4576);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a577);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005

Nomor 740, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor

4s78);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4585);

28. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a6ta);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah

Kabupaten Aceh Besar;

3l.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

32,Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran

2008;



33.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pertanggung
jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2008;

34.Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pergeseran
Peftama Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Aceh Besar Tahun Anggaran 2008;

35. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pergeseran
Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Aceh Besar Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN

Menctapkan : PERATUMN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG
JAWABAN PEISKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
2008 terdiri atas:

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer.............,.

Jumlah Pendapatan

2, Belanja
a. Belanja Operasi
b. Belanja Modal.......
c, Belanja Tak Terduga .....,

Jumlah Belanja

3, Pembiayaan
a. Penerimaan......,.,.
b, Pengeluaran.,.,....,

Jumlah Pembiayaan Neto .........

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2008

Daerah Tahun Anggaran

Rp 21,167.019,142,00
Rp 514.320.499.881.00
Rp 535.487,5L9.023,00

Rp 446.469.467..837,00
Rp 98.085.845.061,00
Ro 37.061.000,00
Rp 544.592.368.898,00

Rp 48.378.210.483,00
Rp 2.000.000.000,00
Rp 46.378.210.483,00

Rp 58.039.633.043,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.



Pasa! 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabarar Laporan Realisasi Anggaran,

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II Peratr:ran ini.

Pasai 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanogal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota lantho
Pada tanggal 16 September 2009 M

26 Ramadhan 1430 H

.8, SEKRETARIS DAERAH

T*asupArEN 
AcEH BESAT(
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BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanogal tangqal 16 Septembel2O09 tt'1

26 Ramadhan 1430 H

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUT'] 2009 NOMOR : 29

/'


